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No.1736, 2015 KEMENAG. Kantor Kementerian Agama.
Kabupaten/Kota. Tata Kerja. Organisasi.
Pembentukan

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 66 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBENTUKAN, ORGANISASI, DAN TATA KERJA 33 (TIGA PULUH TIGA)
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat di bidang agama dan untuk menindaklanjuti
Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2011
tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal
Kementerian Agama, dipandang perlu untuk membentuk
Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;

b. bahwa pembentukan 33 (tiga puluh tiga) Kantor
Kementerian Agama Kabupaten/Kota telah mendapat
Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor: B-
2674/M.PAN-RB/08/2014, tanggal 20 Agustus 2015;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Agama tentang Pembentukan,
Organisasi, dan Tata Kerja 33 (tiga puluh tiga) Kantor

Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
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Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Mamberamo Raya di Provinsi
Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4709);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur di Provinsi
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 102, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4752);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Mamberamo Tengah di Provinsi
Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4802);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Yalimo di Provinsi Papua
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4803);

Undang-Undang Nomor S5 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Lanny Jaya di Provinsi Papua
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor S5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4804);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Nduga di Provinsi Papua
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 44805);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Puncak di Provinsi Papua
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 48006);
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10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Dogiyai di Provinsi Papua
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4807);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi
Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4874);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di Provinsi
Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4877);

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Nias Utara di Provinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4929);

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Nias Barat di Provinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4930);

Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4931);

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4936);
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Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Intan Jaya di Provinsi Papua
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4938);

Undang-Undang Nomor S5 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Deiyai di Provinsi Papua
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 192, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4939);

Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 192, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4940) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang
Perubahan atas Undang- Undang Nomor 56 Tahun 2008
tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi
Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5418;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang
Pembentukan Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4969);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi jawa
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5363);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi
Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5364);
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22.
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24.

25.

26.
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Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang
Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi
Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5395);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang
Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5396);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang
Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi
Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5397);

Undang-Undang Nomor S5 Tahun 2013 tentang
Pembentukan Kabupaten Banggai Laut di Provinsi
Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5398);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2013 tentang
Pembentukan Kabupaten Pulau Taliabu di Provinsi
Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5399);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang
Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di
Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5400);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang
Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5401);



